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xPEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
xi
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah ʼ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 ؘا fatḥah a a
 ؚا kasrah i i
 ؙا ḍammah u u
xii
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 ؙٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i
ٷ fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ: kaifa
 َلْﻮَھ: haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harakat dan
Huruf
Nama Huruf dan
Tanda
Nama
 ؘى ... |  ؘا ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
 ؙو dammah dan wau ū u dan garis di atas
Contoh:
 َتﺎﻣ: māta
ﻰَﻣَر: ramā
 َﻞِْﯿﻗ: qīla
 ُتْﻮَﻤﯾ : yamūtu
xiii
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔَﺿْوَر ؙاﻷ ْط ِلﺎَﻔ: rauḍah al-aṭfāl
 ِﺪََﻤﻟا ْﻟا ُﺔَﻨْﯾَﺔﻠِﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔَﻤْﻜِﺤَﻟا: al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan
sebuahtanda tasydīd ( ّ◌ ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎّﻨﺑَر : rabbanā
 َﺎﻨْﯿّﺠَﻧ : najjainā
 ّﻖَﺤَﻟا : al-ḥaqq
 َﻢﱡﻌﻧ: nu“ima
 ُّوﺪَﻋ: ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī.
xiv
Contoh:
 ّﻰِﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah.
Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲْﻤّﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟَﺰﻟّﺰَﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
َﺔﻔَﺴْﻠََﻔﻟا : al-falsafah
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 ْﻣﺄﺗ َنْوُﺮ : ta’murūna
 ُعّْﻮَﻨﻟا: al-nau‘
 ٌءْﻲَﺷ: syai’un
 ُتْر◌ُِمأ : umirtu
xv
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam
duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi
secara utuh.
Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦﯾِد dīnullāh  ِ ِﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ْﻲِﻓ ْﻢُھhum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf
xvi
kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiż min al-Ḍalāl
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)
B. Daftar Singkatan
xvii
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
xvii
ABSTRAK
Nama : Nur Wahyuni
NIM : 103 001 131 72
Fak/Jurusan : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Tanah
(Studi Kasus Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa)
Dalam penelitian ini dibahas masalah Mediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Batas Tanah (Studi Kasus Di Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gowa). Sehingga melahirkan beberapa rumusan masalah, antara lain: (1)
Apa yang menjadi pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa batas
tanah?,(2) Bagaimana kekuatan hukum dari keputusan lembaga mediasi dalam
penyelesaian sengketa batas tanah?, (3) Bagaimana proses penyelesaian sengketa
tanah melalui mediasi dalam pandangan hukum Islam?.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normative-empiris dan
dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yan
ditunjang dengan penelitian kepustakaan (literature research), dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi
kepustakaan, yang menghasilkan data primer dan data sekunder yang diolah tengan
teknik analisis kualitatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan ditunjang
dengan pendekatan Syar’i. Penelitian ini berlokasi di Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan para pihak
untuk menyelesaikan sengketa batas tanah melalui jalur mediasi di Kantor Badan
Pertanahan Nasional diantaranya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk
menyelesaikan suatu konflik, hasil akhir pun didapatkan berdasarkan kesepakatan
para pihak. Adapun jika dilihat dari sisi lembaga yang berwenang untuk menerapkan
penyelesaian melalui mediasi di kantor Pertanahan, tidak terlepas dengan fungsi
BPN. (2)Kekuatan hukum dari keputusan lembaga penyelesaian sengketa batas tanah
jika ditemukan hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan maka akan dibuat Berita
Acara Perdamaian (BAP), hal ini berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri No. 11
Tahun 2016, perdamaian tersebut, hanya mengikat para pihak saja. (3) Proses
penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dalam pandangan hukum Islam di
jaman Rasulullah saw, dikenal dengan istilah sulh, perdamaian yang memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk berdamai, menghentikan perselisihan dan
mengukuhkan hubungan silaturahmi.
Adapun Implikasi dalam penelitian ini antara lain: (1)Melihat jumlah perkara
yang bertumpuk di pengadilan, diketahui kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Maka dari itu, Kantor
Badan Pertanahan Nasional Gowa, diperlukan adanya sosialisasi tentang alternatif
penyelesaian sengketa khususnya mengenai mediasi. (2) Dalam rangka mewujudkan
kepastian hukum hak atas tanah, maka pejabat/ jajaran Badan Pertanahan Nasional
sebagai penanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan pembukuan hak atas
tanah  harus mengadakan pengkajian dan penelitian secara cermat dan teliti terhadap
bidang tanah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan
konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Negara hukum yang
berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dan tersirat di
dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Republik Indonesia.
Dalam kehidupan masyarakat, tanah merupakan kebutuhan primer bagi
manusia. Dimana tanah sebagai sumber daya alam terpenting disaat populasi
manusia terus meningkat sementara luasnya tidak bertambah. Nilai tanah tidak
diukur dari beratnya, kilogram atau takaran lainnya, walaupun kita sering
membeli tanah ukuran  dengan harga per truk itu hanya suatu pengecualian. Pada
hakikatnya tanah dinilai berdasarkan harga yang berlaku di antara pelepas dan
peminat atau penawaran dan permintaan. Jadi tanah adalah suatu benda ekonomis
pula. Begitu bernilai suatu bidang tanah dalam kehidupan manusia, sebab disitu ia
hidup dan dibesarkan.
Di tinjau dari kepentingan umumnya, tanah bermanfaat bagi orang banyak,
kepentingan bersama, bangsa, dan negara. Hal ini tentu sudah termasuk
kepentingan individu. Sebab kita tidak akan mengenal masyarakat jika tidak
mengenal individunya. Kita mengenal masyarakat dengan adanya manusia-
manusia yang tidak mengasingkan diri dari kehidupan sekitarnya, dan disitulah
mereka terhubung dengan tanah dimana mereka membangun kehidupan
sebagaimana layaknya.
Tanah mempunyai posisi yang strategis dalam kehidupan masyarakat
Indonesia yang bersifat Agraris. Tanah dapat menjadi milik seseorang atau badan
2hukum. Dalam hal kepemilikan, jika manusia telah memperoleh sebidang tanah
untuk kehidupannya, dia akan mempertahankan sebagai tempat perumahan,
pertanian, dan kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 20 ayat
(1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 50 Tahun 1960, yaitu “Hak Milik
adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas
tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6”.1 Sering kita dengar sekian banyak
pihak membutuhkan tanah untuk kepentingan. Pemerintah pun membutuhkan
tanah untuk kepentingan pasar, bangunan sekolah, perumahan, perkantoran, jalan
umum, dan sebagainya. Keadaan ini dikenal sebagai suatu “konflik kebutuhan”.
Mungkin atas suatu areal yang sama bertumpu sekian banyak kepentingan dan
keinginan. Tidak berarti bahwa kita bersi tegang atau berkonflik karena sama-
sama membutuhkan tanah, tetapi banyak kebutuhan tertumpu pada satu titik untuk
mendapatkan tanah dalam ruang tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam teori
kebutuhan, bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan
manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalang atau merasa dihalangi oleh pihak
lain.
Berdasarkan teori kebutuhan, tanah menjadi salah satu objek sengketa
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena lahan tanah yang terbatas
sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat. Sehingga mengakibatkan
berbagai macam masalah misalnya mengenai batas tanah, sertifikat tanah,
kepemilikan tanah dan lainnya.
Dalam kehidupan sehari-hari dan sering juga dalam kegiatan bisnis,
sengketa tanah terutama mengenai batas-batas tanah seringkali muncul. Sengketa
mengenai batas tanah terjadi karena biasa adanya kekeliruan dalam pengkuran,
1Undang-Undang Pokok Agraria No. 50 Tahun 1960, Pasal 20 Penjelasan Hak Milik.
3adanya perubahan alam yang dimisalkan karena adanya longsor, selain itu adanya
perilaku bersaing antara dua orang atau lebih mengenai penguasaan tanah
terkhusus batas tanah. Sengketa terjadi ketika dua orang atau lebih berlomba
untuk mencapai tujuan yang sama atau memperoleh sumber yang jumlahnya
terbatas. Timbulnya konflik merupakan pertanda akan adanya krisis dalam
hubungan manusia, dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik
itu adalah mengadakan usaha untuk memperbaiki hubungan tersebut baik itu
melalui jalur hukum yang biasa juga disebut jalur litigasi yaitu pengadilan. Selain
jalur tersebut tersedia pula beberapa alternatif penyelesaian sengketa dengan cara
perdamaian.
Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada
prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat
menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat.
Penyelesaian sengketa tergantung bagaimana pengelolaan sengketa. Pengelolaan
sengketa yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara pihak-pihak yang
bersengketa menghadapi dan berusaha menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.
Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa di dalam
menghadapi atau menyelesaikan sengketanya, tergantung pada situasi dan kondisi
yang ada padanya.
Secara teoretis ada dua cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi atau
menyelesaikan sengketa, yaitu secara adversial atau litigasi (arbitrase atau
pengadilan) dan secara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi).
Penyelesaian melalui litigasi adalah membawa sengketa ke pengadilan atau
arbitrase, sedangkan penyelesaian kooperatif adalah usaha kerja sama dalam
penyelesaian sengketa melalui negosiasi langsung, melalui bantuan mediator, atau
4melalui bantuan konsiliator.2 Sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 1 angka
10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, mendefinisikan bahwa:
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli.3
Perdamaian pada dasarnya merupakan salah satu sistem Alternative
Dispute Resolution (ADR) yang telah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu
Pancasila dimana dalam Filosofinya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa
merupakan musyawarah untuk mufakat. Alternative Dispute Resolution (ADR)
merupakan sebuah konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara
penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan atau litigasi (litigation).4
Tradisi ADR dalam masyarakat adat Indonesia didasarkan pada nilai-nilai,
kebiasaan, kondisi sosial budaya masyarakat bersangkutan. Sengketa antar-
individu ditangani dan diselesaikan di lokasi di mana mereka tinggal, baik secara
langsung di antara para pihak berperkara maupun melalui pihak ketiga yang
berperan sebagai penengah. Para penengah ini akan bertindak netral, objektif, dan
tidak memihak. Hanya saja istilah-istilah yang digunakan dan prosedur yang
ditempuh tidak persis sama dengan apa yang diterapkan dalam ADR. Jadi, tradisi
ADR sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia.
Seiring masuknya sistem hukum Eropa Kontinental yang dibawah oleh
Belanda, perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat bergeser menjadi
2Nurnaningsih Amriani, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan (Eds.I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 19.
3Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4 Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat (Cet. I;
Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 11.
5perdamaian di pengadilan. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia pun mengisi
kefakuman hukum maka Indonesia pun membuat berbagai macam peraturan
perundang-undangan, terkhusus menyangkut ADR. Dalam lembaga perdamaian
(dading) telah dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti
ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 R.Bg/ 31 Rv menggambarkan bahwa
penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses
penyelesaian sengketa di Pengadilan.5 Selain itu, dalam Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan ruang bagi mediasi
untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Namun dalam kenyataannya jumlah
perkara yang di ajukan ke Mahkamah Agung semakin meningkat yang didominasi
oleh perkara perdata dan pidana.6
Melihat lembaga perdamaian dalam proses penyekesaian sengketa di
pengadilan tidak efektif, Mahkamah Agung kemudian mempertimbangkan untuk
menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (Pasal 130 HIR/ 154 R.Bg. Prosedur
Mediasi dalam SEMA tersebut kemudian diambil alih dan disempurnakan lebih
lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang
prosedur mediasi di pengadilan yang perbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun
2008.7 Setelah beberapa tahun pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah
Agung merasa perlu melakukan optimalisasi fungsi lemabaga peradilan dalam
penyelesaian sengketa. Serta untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi
5 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 288.
6 Rustan, Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di
Pengadilan (Cet. I; Makassar: Dua Satu Press, 2014), h.10.
7 Rustan, Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di
Pengadilan, h. 11.
6yang lebih berhasil, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Pada tanggal 3 Februari
2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Khusus berkenaan dengan sengketa di bidang pertanahan, penyelesaian
sengketa melalui jalur di luar pengadilan sangatlah relevan, dimana kepercayaan
masyarakat pada lembaga peradilan sedemikian merosot, maka penyelesaian
sengketa di luar pengadilan melalui cara-cara perundingan, mediasi, arbitrase dan
sebagainya, merupakan jalan keluar yang sangat bermanfaat. Disamping itu,
masyarakat menaruh harapan agar sengketa dapat diselesaikan dengan “win-win
solution” yang terkadang memerlukan pihak ketiga yang netral untuk membantu
pemecahan sengketa.
Seiring berjalannya waktu, pendekatan musyawarah mufakat mulai
berganti istilah dengan sebutan Mediasi, hal ini yang kemudian secara eksplisit
dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional (BPN).8 Hal ini tidak terlepas dari gejala semakin
populernya istilah mediasi dalam lingkup hukum dan para pembuat kebijakan
maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak ada ketentuan hukum
yang rinci tentang mediasi dalam konteks sengketa pertanahan. Ketentuan yang
ada hanya berbentuk  Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan
Nasional No. 05/ Juknis/ D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.9
Permasalahan tanah yang muncul akhir-akhir ini, semakin kompleks.
Pemicunya tak sebatas aspek ekonomi saja melainkan sosial dan budaya bahkan
juga agama. Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh
kantor Pertanahan Kabupaten Gowa melalui mediasi. Dimana, Kabupaten Gowa
8 Maria S.W Sumardjono, dkk, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan ( Jakarta: Buku Kompas, 2008), h. 7.
9 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h. 67.
7merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam
hal ini, kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sudah cukup lama menyelenggarakan
penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi.
Mediasi sebagai salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa dapat
ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk
konteks sengketa. Salah satunya mediasi sebagai penyelesaian alternatif non
litigasi dalam sengketa tanah mengenai batas tanah. Berdasarkan latar belakang
tersebut maka terlahirlah rumusan masalah dari judul Mediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Batas Tanah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat diketahui bahwa
masih banyak masyarakat yang menganggap penyelesaian sengketa hanya dapat
diselesaikan di pengadilan. Namun, dalam perkembangannya terdapat berbagai
alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu
salah satunya mediasi. Sehingga melahirkan rumusan maslah sebagai berikut
“Bagaimana Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Non Litigasi Dalam
Sengketa Tanah Mengenai Batas Tanah (Studi Kasus BPN Kabupaten Gowa)”.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka melahirkan beberapa sub-
sub rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa
batas tanah melalui jalur mediasi?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari keputusan lembaga penyelesaian
sengketa batas tanah?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dalam
pandangan hukum Islam?
8C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu
luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka
penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka
penulis membatasi permasalahan tentang Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa Batas Tanah sebagai berikut:
1. Fokus Penelitian
a. Mediasi sebagai lternatif penyelesaian sengketa.
Salah satu penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas kesepakatan para
pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah
atau penetral dalam rangka mempercepat terwujudnya perdamaian.
b. Sengketa tanah.
Sengketa yang bermula dari adanya pengaduan suatu pihak
(orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas
tanah terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan
akan memperoleh penyelesaian baik secara letigasi maupun salah satu
alternatif di luar pengadilan.
2. Deskripsi Fokus
a. Pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa batas tanah
melalui jalur mediasi.
b. Kekuatan hukum dari keputusan lembaga penyelesaian sengketa batas
tanah.
c. Proses penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dalam
Pendekatan Hukum Islam.
9Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1. Mediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
a. Pertimbangan Para Pihak Untuk
Menyelesaikan Sengketa Batas
Tanah Melalui Jalur Mediasi.
b. Kekuatan Hukum Dari
Keputusan Lembaga
Penyelesaian Sengketa Batas
Tanah.
2. Sengketa Tanah c. Proses Penyelesaian Sengketa
Tanah Melalui Mediasi Dalam
Pandangan Hukum Islam.
D. Kajian Pustaka
Agar penelitian ini tidak memiliki kesamaan dalam penelitian yang telah
dilakukan penelitian terdahulu, terkhusus mengenai alternatif penyelesaian
sengketa tentang mediasi. Maka berikut akan diulas beberapa buku atau karya
ilmiah yang membahas mengenai alternatif penyelesaian sengketa terkhusus
mediasi non litigasi.
1. Gunawan Widjaja dalam bukunya “Alternatif Penyelesaian Sengketa”
menjelaskan pranata alternatif pada dasarnya merupakan suatu bentuk
penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, yang didasarkan pada
kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.10
Jika kita lihat hukum positif Negara Republik Indonesia, dapat di lihat
dan di temukan bahwa sesungguhnya pranata alternatif penyelesaian sengketa,
10 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 2.
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termasuk arbitrase, selain yang yang diatur dalam undang-undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga dapat
kita temukan secara tersebar dalam berbagai ketentuan hukum positif indonesia
berlaku saat ini. Jika kita coba inventarisasikan, maka dapat kita temukan
ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai pranata penyelesaian
sengketa alternatif di Indonesia.11
Meskipun telah di atur dalam undang-undang, dapat di lihat dalam
realitannya masih belum dapat diperoleh suatu keseragaman dalam pengaturan
dan pengertian. Bahkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan setelah Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 ditetapkanpun ternyata banyak yang tidak
sejalan.
2. Syahrizal Abbas dalam bukunya “Mediasi Dalam Perspektif Hukum
Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional” menyatakan mediasi salah
satu bentuk dari alternatif penyelesaian di luar pengadilan untuk
menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak dengan
melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Dalam mediasi para
pihak yang bersengketa memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan
keputusan.12
Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang
lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata
berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis,
lingkungan hidup, dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan
melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun diluar pengadilan.
11Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, h. 5.
12Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, h. 23.
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Mediasi yang dijalankan dipengadilan merupakan bagian dari rentetan proses
hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan diluar pengadilan, maka
proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur
hukum acara pengadilan.
Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) disebutkan bahwa sengketa atau beda
pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif
penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan
penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri, sebagaimana yang termuat
dalam Pasal 6, pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu
seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan
undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara
arbitrase dan mediasi.
Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan
dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1
butir 6).
Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor. 02 Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang
dikemukakan oleh para pihak resolusi konflik.
Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana
mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa.
Dalam melakukan kegiatan menengahi jalannya proses penyelesaian sengketa,
mediator juga harus tunduk sepenuhnya pada kesepakatan yang telah dibuat oleh
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para pihak yang bersengketa. Kesepkatan tersebut akan menjadi pedoman bagi
mediator atau pihak ketiga lainnya dalam menengahi penyelesaian perselisihan
yang diserahkan kepadanya tersebut.
Sampai saat ini, proses mediasi diluar pengadilan belum diatur dalam
peraturan perundang-undangan, beberapa penjelasan diatas hanya memaparkan
yang pengaturannya hanya terbatas pada penggunaan mediasi, tetapi tidak tentang
proses penyelenggraan mediasi. Oleh karena itu proses mediasi didasarkan atas
pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Tidak adanya peraturan
yang mengatur proses mediasi dalam undang-undang menjadi kelemahan dalam
proses mediasi. Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi dipandang sebagai
kekuatan mediasi adalah karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para
pihak maupun mediator.
Untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak
sesuai dengan jenis permasalahan kasusnya. Disebut sebagai kelemahan karena
ketiadaan pengaturan memperlihatkan tidak adanya kepastian. Proses mediasi
pada asasnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses
mediasi cenderung bersifat universal. Oleh karena itu, ada baiknya pengetahuan
tentang proses dan tehnik mediasi dapat diperoleh melalui karya-karya tulis para
praktisi mediasi, khususnya para praktisi mediasi di Indonesia.
3. Rusmadi Murad, dalam bukunya “ Penyelesaian Sengketa Hukum Atas
Tanah” mengatakan bahwa ada beberapa penetapan penyebab timbulnya
suatu sengketa. Penetapan yang sering menyebabkan sengketa pada umunya
adalah perbuatan (hukum) administrasi yang mengandung kekurangan
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(kesalahan, kekeliruan, kterelambatan, keganjilan, dan lain-lain sebagainya)
di dalam penetapannya.13
Dari banyaknya perbuatan-perbuatan hukum yang mengandung kekurangan
tersebut, tidak seluruhnya dipersoalkan masyarakat. Hal demikian terjadi, karena
di mungkinkan sebagian masyarakat masih menganut sikap pasif (sikap menerima
nasib) dan kurang memahami prosedur yang telah ditetapkan.
Pada prinsipnya, setiap tindakan hukum adminstrasi walaupun dilakukan
dibawah wewenangnya, akan tetapi apabila mengandung kekurangan adalah tidak
sah karena hal ini menyangkut dengan azas kepastian hukum (rechtszekerheid).
Sebagaimana diketahui Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960, didalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, mengenai Hak
Menguasai Negara Atas Tanah14 telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan
dari negara tersebut berupa:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang
dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang
angkasa.
Sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Pokok Agraria,
khususnya mengenai usaha-usaha meletakkan dasar-dasar dalam rangka
mengadakan kepastian hukum atas tanah, pemerintah menyelenggarakan
pendaftaran tanah yang bersifat “rechts kadaster” dengan asas bahwa penguasaan
13Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, (Cet. I; Bandung: PT.
Alumni, 1999), h. 7.
14 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.
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terhadap suatu bidang tanah saja belum merupakan jaminan bahwa orang tersebut
berhak atas tanahnya (nemo plus yuris).15
Dari hal-hal tersebut, maka bukan suatu hal yang mustahil, kemungkinan
timbulnya perselisihan atau persengketaan hak baik materil maupun secara
formal. Maka penyelesaian sengketa hukum yang merupakan sebagian dari tugas-
tugas yang harus dipikul oleh aparat pertanahan menyangkut hak-hak atas tanah,
bukan hanya sekedar kewajiban melainkan sudah merupakan kebutuhan teknis
bagi aparatnya yang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh melalui
cara-cara, prosedur dan pola yang konsisten.
4. Takdir Rahmadi, dalam bukunya “ Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui
Pendekatan Mufakat” mengatakan bahwa mediasi merupakan salah satu
bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi adalah suatu proses
penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau
cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan
memutus.16
Artinya, mediator tidak berpihak (impartial), tidak memiliki kepentingan
dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan
jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu
(deadlock), dengan kata lain, tidak tercapainya tujuan kedua belah pihak untuk
mendapatkan kesepakatan (agreement). Kita ketahui, bahwa tugas mediator
dalam proses mediasi hanya sebatas mempin, memandu, dan merancang sesi-sesi
pertemuan atau perundingan, serta memberikan saran tentang penyelesaian suatu
sengketa.
15Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, h. 15.
16 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h. 12.
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5. Maria S.W. Sumardjono, dkk, dalam bukunya “ Mediasi Sengketa Tanah,
Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang
Pertanahan” mengatakan bahwa keberadaan mediasi sebagai salah satu
bentuk mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute
Resolution/ ADR) bukan suatu hal yang asing, karena cara penyelesaian
konflik itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak,
pernah hidup dalam masyarakat.17
Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa kehidupan masyarakat lebih
berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan yang intinya adalah bahwa
semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan
kepentingannya. Terkait dengan kepentingan (interest) satu pihak yang merasa
bahwa kepentingannya terganggu oleh kepentingan pihak lain, maka selama ada
jalan keluar yang dirasakan adil bagi para pihak, maka mediasilah yang akan
lebih efektif.
E. Tujuan Dan Kegunaan
Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan
kegunaan penilitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan
sengketa batas tanah melalui jalur mediasi.
b. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari keputusan lembaga penyelesaian
sengketa batas tanah.
17 Maria S.W Sumardjono, dkk, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, h. 9.
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c. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa batas tanah
dalam pandangan hukum Islam?
2. Kegunaan
a. Secara Teoritis
Masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan
ilmu pngetahuan hukum pada umumnya. penelitian ini diharapkan dapat
menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya hukum yang mengatur
tentang pokok mediasi non litigasi.
b. Secara Praktis
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.
2) Memberikan masukan bagi pihak yang terkait untuk mengambil
kebijakan dalam rangka memberikan keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian hukum serta perlindungan hukum yang efektif terhadap
pemohon yang mengajukan permohonan mediasi.
3) Memberikan gambaran mengenai bagaimana penyelesaian mediasi
(non litigasi) dalam sengketa tanah mengenai batas tanah di kantor
Badan Pertanahan Nasional Gowa.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.
1. Pengertian Mediasi
Keberadaan “mediasi” sebagai salah satu bentuk mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa bukan suatu hal yang asing, karena cara penyelesaian
sengketa itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak
pernah hidup dalam masyarakat. Alternatif penyelesaian sengketa sendiri
merupakan terjemahan dari Istilah Inggris Alternative Dispute Resolution atau
disingkat dengan sebutan ADR. Suatu konsep yang mencakup semua bentuk atau
cara-cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan, yang meliputi mediasi yang
telah disebutkan, negosiasi, pencari fakta dan arbitrase.
Mediasi sendiri berasal dari bahasa latin “mediare”, yang artinya berada di
tengah-tengah.17 Secara istilah, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa
antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang
netral dan tidak memihak sebagai fasilisator, di mana keputusan untuk mencapai
suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri.18
Di dalam kepustakaan yang ada, setidak-tidaknya dapat ditemukan
beberapa definisi yang paling mendasar mengenai mediasi. Akan tetapi, dalam
skripsi ini, hanya akan dikemukakan tiga definisi yaitu:
17Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan (Cet. I;Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 60.
18I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) (Jakarta: PT. Fikahati
Aneska, 2009), h. 111.
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1. Menurut Gunawan Widjaja, Mediasi adalah suatu proses penyelesaian
sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya
untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama
sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan,
terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.19
2. Boulle menguraikan pengertian mediasi.
“Mediation is decision-making process in which the parties are assisted by
a third party, the mediator; the mediator attempts to improve the process
of decisision making and to assist the parties reach an outcome to which
each of them can assent.”20
3. Menurut Tolberg Dan Taylor, yang dimaksud mediasi adalah suatu proses
dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara
sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari
alternative dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi
kebutuhan mereka.21
Mediasi dari pengertian yang diberikan, jelas melibatkan keberadaan pihak
ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang
bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses
pengikutsertaan pihak ketiga dalam dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai
penasihat.22
Mediator sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki
kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau
19Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa, h.2
20Rustan, Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di
Pengadilan, h. 77.
21Rustan, Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di
Pengadilan, h. 78.
22Tim Penyususn Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia ( Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.
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mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai
pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Mediator harus mampu
menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di
antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang
menguntungkan (win-win solution).23
Ada pun pengertian mediasi yang diuraikan dalam peraturan yang baru
yaitu Perma No. 1 Tahun 2016, diterangkan bahwa “Mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.24
Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi diatas dapat
diidentifikasikan unsur-unsur esensial mediasi25, yaitu:
1. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan
berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak
yang disebut mediator.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu
para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat
diterima para pihak. Perlu ditekankan di sini, bahwa saran atau usulan
penyelesaian yang diberikan tidaklah bersifat mengikat. Sifatnya yang
rekomendatif artinya sekedar usulan.26
23Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis, Hukum Arbitrase (Cet. III; Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.36.
24Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat (1) Tentang Mediasi.
25Takdir Rahmadi, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h.13.
26Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Cet. III; Jakarta: Sinar
Grafika, 2008), h. 35.
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4. Tujuan mediasi untuk membuat atau menghasilkan kesepakatan yang
dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri suatu
sengketa yang dipermasalahkan
Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung
pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus
merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat
ditempuh oleh para pihak yang terdiri dari atas dua pihak yang bersengketa
maupun oleh lebih dari dua pihak (multiparties). Penyelesaian dapat dicapai atau
dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu.
2. Manfaat Mediasi
Menyelesaikan sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak
ketiga yang netral dan imparsial merupakan salah satu tujuan mediasi. Dimana
mediasi dapat mengantarkan para pihak mewujudkan kesepakatan damai,
mengingat mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama.
Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mendapat
kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Karena, adanya
kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah
mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di
antara mereka. Adapun manfaat dilaksanakannya mediasi diantaranya, yaitu:
1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan
relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke
pengadilan atau lembaga arbitrase,
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan
mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka,
sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya,
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3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara
langsung informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka,
4. Mediasi memberikan memberikan kemampuan para pihak untuk
melakukan control  terhadap proses dan hasilnya.
Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari
istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian
tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang
mereka.27
3. Prinsip-Prinsip Mediasi
Demi kelancaran proses mediasi, terdapat prinsip-prinsip yang perlu
diperhatikan, hal ini juga menyangkut Asas Itikad Baik (good faith). Azas Itikad
baik adalah aspek pokok yang emnyertai setiap jenis kontrak bisnis/komersil atau
hubungan perdata.28 Mensyaratkan itikad baik, sebagaimana yang di muat dalam
Pasal 12 Perma No.1 Tahun 2008. Prinsip dasar (basic principles) yang
merupakan landasan filosofis dilakukannya kegiatan mediasi. Prinsip-prinsip yang
juga merupakan kerangka kerja yang harus dipahami oleh mediator, sebab
mediator sebagai pihak yang bertugas mewujudkan perdamaian bagi para pihak
sehingga perlu memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.29
27Rustan, Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di
Pengadilan, h. 97.
28Maskur, Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan(Cet.I; Jakarta:Kencana, 2016), h. 65.
29Rustan, Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di
Pengadilan,h. 81-83.
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1. Rahasia (Confidentiality)
Proses yang tidak transparan, dimana hanya para pihak dan mediator
yang mengetahui konflik yang dipersengketakan, hasil kesepakatan bersifat
rahasia kecuali ada kesepakatan para pihak.
2. Sukarela (Voluntariness)
Mediasi hanya bisa berjalan dengan baik jika para pihak secara sukarela
memilih penyelesaian melalui mediasi dan memilih siapa yang akan menjadi
mediator dalam penyelesaian sengketa mereka. Begitu pula mediator harus
menerima tanggungjawab tersebut secara sukarela tanpa adanya tekanan atau
antimidasi dari manapun.
3. Memberdayakan Para Pihak (Empowerment)
Artinya memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan
pendapat yang seluas-luasnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa orang datang ke mediator sebenarnya
mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan
dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
4. Netralitas (Neutrality)
Prinsip ini lebih ditekankan untuk mediator yang mampu
mengharmoniskan suasana dalam proses mediasi. Artinya, mediator hanya
menjadi penengah tanpa kamelihat substansi masalah untuk di judge.
5. Solusi yang baik (A Uniqe Solution)
Artinya, solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus
berbentuk standar legal, tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh
karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak.
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4. Proses Mediasi
Proses mediasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap
pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini
merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam
menyelesaikan sengketa mereka.30
1. Tahap Pramediasi
Tahap pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah
langkah dan persiapan sebelum mediasi mediasi benar-benar. Pada tahap ini,
mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri,
menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi,
focus pada masa depan, mengoordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan
budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan,
kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah
pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.
2. Tahap Pelaksanaan Mediasi
Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang
bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam
tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan
mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan
menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati,
menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan
keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan.
30Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum
Nasional, h. 37.
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3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi
Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan
hasil-hasil kesepakatan, yang telah mereka tuankan bersama dalam suatu
perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan
komitmen yang telah mereka tunjukan selama dalam proses mediasi.
Para pihak dalam proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi
dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek
lainnya. Dalam proses mediasi, Pembuktian merupakan aspek terpenting dalam
proses litigasi. Pernyataan tanpa dukungan bukti yang kuat, maka posisi seseorang
akan lemah. Dalam proses mediasi bisa saja aspek pembuktian dikesampingkan
demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik, maka satu
pihak bersedia mememnuhi permintaan pihak lain walau tanpa dukungan bukti
kuat. Adapun hasil dari mediasi berupa kesepakatan merupakan penyelesaian
yang diupayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan
mengajukan keberatan atas hasil kerjanya sendiri.
Adapun jika dilihat mekanisme mediasi di pertanahan, itu memerlukan tim
dalam menyelesaikan sengketa. Untuk memfasilitasi proses mediasi dalam
penyelesaian sengketa tersebut, biasanya yang ditunjuk sebagai pihak ketiga atau
mediator yakni Kepala Pertanahan dan dapat juga dilimpahkan kepada subseksi
bagian sengketa di pertanahan. Mekanisme mediasi dalam rangka penyelesaian
sengketa dimulai dengan tahapan sebagai berikut31:
1. Adanya laporan atau pengaduan dari salah satu pihak yang bersengketa.
Jika laporan atau pengaduan kepada mediator atau tim berasal dari
masyarakat, hal ini berarti bahwa sebelumnya warga masyarakat telah
31Maria S.W Sumardjono, dkk, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, h.39
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mengalami kegagalan untuk menyampaikan dan musyawarahkan sumber
sengketanya dengan pihak missal dari pihak perusahaan atau lembaga
yang menguasai dan menggunakan tanah. Sebaliknya, jika laporan atau
pengaduan itu berasal dari perusahaan atau lembaga pemerintah, hal ini
berarti bahwa telah terjadi pendudukan atau pematokan tanah oleh
masyarakat.
2. Dengan adanya pengaduan dan sementara sengketa harus ditangani secara
koordinatif, tim memanggil anggotanya dan melaksanakan pertemuan.
Dalam pertemuan itu diputuskan langkah-langkah yang akan dijalankan
dalam memperantarai penyelesaian sengketa.
3. Pemanggilan para pihak yang bersengketa dalam satu pertemuan.
Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada
masing-masing pihak untuk menjelaskan sengketa dan tuntunan atau
keinginannya. Disamping itu, mereka memusyawarahkan cara
penyelesaiannya sesuai dengan posisi masing-masing pihak dan
tuntunannya.
4. Peninjauan lapangan, yaitu dapat berupa pengamatan terhadap tanah
sengketa atau menanyakan kepada warga masyarakat di sekitar tanah
sengketa tentang riwayat kepemilikan tanah atau pengukuran luas tanah
dan batas tanah sengketa. Pelaksanaan peninjauan lapangan tergantung
pada hasil pertemuan-pertemuan yang sudah dilaksanakan.
5. Perumusan kesepakatan, baik kesepakatan “antara” maupun kesepakatan
“akhir”.
6. Pelaksanaan dari hasil kesepakatan. Dalam realitanya kesepakatan yang
telah dicapai tidak selalu dapat diwujudkan karena adanya kendala
tertentu.
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5. Dasar Hukum Mediasi
Dasar hukum utama dari perdamaian di Indonesia adalah Dasar Negara
Indonesia yaitu Pancasila, di mana dalam filosofinya tersirat bahwa asas
penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.32 Beberapa perundang-
undangan di Indonesia yang mengatur tentang penyelesaian sengketa khususnya
melalui jalur mediasi telah banyak mengalami modifikasi seperti yang telah
disebutkan dalam latar belakang masalah. Untuk mengetahui suatu aturan yang
di terapkan dalam penyelesaian sengketa di bidang pertanahan, maka akan dibahas
dasar hukum dalam proses mediasi khususnya di bidang pertanahan sebagai salah
satu wadah penyelesaian di luar pengadilan.
Salah satu Undang-Undang yang menjadi dasar mediasi adalah Undang-
Undang No. 30. Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian
sengketa. Pada dasarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 memuat ketentuan-ketentuan
tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, tetapi PERMA ini juga memuat
ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang
menghasilkan kesepakatan. Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun
2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk mmemperoleh akta perdamaian dari
Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan.
Dengan prosedur ini, perancang PERMA No. 1 Tahun 2008 bermaksud
untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa
mereka di luar pengadilan melalui upaya damai yang di mediasi. Selain itu,
dengan pengaturan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2008, para pihak yang
berdamai di luar pengadilan memperoleh sebuah penyelesaian procedural.33
32Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan, h.53.
33Takdir Rahmadi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h. 195.
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Kemudian PERMA ini diperbaharui dengan dibuatnya PERMA No. 1 Tahun
2016.
Secara implisit, di muatlah peraturan khusus menyangkut mediasai di
Pertanahan, dalam Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Berdasarkan ketentuan Pasal 23 c Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang BPN yang antara lain mengatakan bahwa
dalam struktur organisasi  BPN dibentuk satu kedeputian, yakni Deputi Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nasional
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternative penyelesaian masalah,
sengketa, dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya.
Ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 memperlihatkan
kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai salah cara untuk
penyelesaian sengketa pertanahan.34
Tidak ada ketentuan hukum yang rinci tentang penggunaan mediasi dalam
konteks sengketa pertanahan. Ketentuan yang ada hanya berbentuk Petunjuk
Teknis yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Petunjuk Teknis
Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala
BPN RI N0. 34 Tahun 2007. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman
mediator yang ditunjuk oleh Kantor pertanahan dengan begitu adanya
keseragaman ataupun standarisasi bagi mediator.35Dalam menjalankan tugasnya
menangani sengketa pertanahan BPN melakukan upaya antara lain melalui
mediasi. Berbagai kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi setelah
berlakunya Perpres No. 10 Tahun 2006.36 Kemudian kewenangan BPN untuk
34Takdir Rahmadi, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h. 66.
35Petunjuk Teknis No. 5/Juknis/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.
36Maria S.W Sumardjono, dkk, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, h.7.
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melaksanakan proses mediasi secara tegas di terangkan dalam suatu peraturan
yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan. Dalam peraturan ini, mediasi di muat dalam Pasal 37 sampai dengan
Pasal 42 dijelaskan mengenai usulan mediasi, tujuan, pihak yang terlibat,
pelaksanaan, dan penyelesaian mediasi.
6. Kekuatan Hukum Mediasi.
Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-
kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan
oleh mereka yang tengah bersengketa. Dalam sistem hukum di Indonesia,
kesepakatan mediasi di luar pengadilan merupakan sebuah perjanjian yang hanya
mengikat para pihak dan pengingkaran syarat-syarat yang telah disepakati
merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Pertama, penyelenggaraan proses
mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga
para pihak memiliki keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk
formalisme, seperti halnya dalam proses litigasi. Kesepakatan mediasi di sini
diartikan sebagai kesepakatan yang dicapai oleh para pihak dengan bantuan
mediator guna menyelesaikan atau mengakhiri sengketa. Jika ditelusuri pasal
demi pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No.30
Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14
Tahun 2008 tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang mengatakan bahwa
kesepakatan mediasi memiliki kekuatan hukum eksekutorial. Hal ini sejalan
dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum di Negara
sebagimana sering dibahas dalam sebuah kepustakaan. Kepustakaan asing dalam
Bahasa Inggris menyebutkan bahwa kesepakatan mediasi berstatus seperti sebuah
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kontrak atau perjanjian para pihak.37 Demikian pula dalam sistem hukum
Indonesia kesepakatan mediasi di luar pengadilan merupakan sebuah perjanjian
yang hanya mengikat para pihak dan pengingkaran syarat-syarat yang telah
disepakati merupakan pelanggaran terhadap perjanjian.
Fakta bahwa kesepakatan mediasi diluar pengadilan hanya berstatus
kontrak atau perjanjian, maka selalu timbul kemungkinan bahwa salah satu pihak
melakukan ingkar janji (wanprestasi). Jika hal ini terjadi, maka upaya hukum
yang dapat dilakukan oleh pihak lainnya adalah dengan cara mengajukan gugatan
atas dasar cedera janji wan prestasi (breach of a contract). Menyadari kenyataan-
kenyataan seperti itu dan kelemahan potensial pada proses mediasi, pembuat
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa mengatur sebuah mekanisme hukum yang dimaksudkan
untuk memperkuat kekuatan hukum dari kesepakatn penyelesaian sengketa secara
tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad
baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama
30(tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Apakah kesepakatan mediasi yang
telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri memiliki kekuatan hukum eksekutorial
seperti halnya putusan arbiter, Undag-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak
memberikan kejelasan dan kepastian. Selain itu, dalam berbagai seminar para
hakim berpedapat behwa mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6
ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan karena
pengadilan berfungsi sebagai intitusi penyelesaian sengketa bukan sebagai intitusi
penguatan kesepakatan mediasi.
Oleh sebab itu, hingga saat ini belum ada realisasi dari mekanisme Pasal 6
ayat (7) Undang-Undang Tahun 1999. Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan
37Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, h.78.
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Mahkamah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
kesepakatan-kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diajukan
kepada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan
Agama untuk kemudian dikuatkan dengan apa yang dinamakan akta
perdamaian.38
Para pihak yang bersengketa yang sengketanya telah sampai ke proses
pengadilan juga dapat memanfaatkannya proses mediasi sebagaimana diatur
dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 yang kemudian digantikan dan dinyatakan
tidak berlaku oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tanpa harus khawatir dibayang-
bayangi oleh kemungkinan kesepakatan mediasi tidak dapat dilaksanakan
sepenuhnya karena mitra runding ingkar janji. HIR dan Rbg secara tegas telah
mengatur bahwa para pihak dapat meminta hakim untuk mengukuhkan
kesepakatan perdamaian yang mereka hasilkan dengan sebuah putusan hakim.
Dengan demikian, putusan akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang
dengan putusan hakim yang dibuat melalui proses memutus.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum kesepakatan
perdamaian menurut menurut sistem hukum Indonesia harus dilihat dalam
konteks perangkat hukum atau undang-undang yang mengatur penggunaan
mediasi. Jika perangkat undang-undang yang mengatur penggunaan mediasi tidak
mengatakan bahwa kesepakatan mediasi memiliki kekuatan eksekutorial, maka
kekuatan hukum kesepakatan mediasi hanya merupakan sebuah kontrak atau
perjanjian dengan segala cirinya seperti kontrak atau perjanjian pada umumnya.
Pengingkaran terhadap kesepakatan merupakan wan prestasi. Kesepakatan
mediasi dalam konteks lingkungan hidup dan sumber daya alam, bisnis, hak asasi
38Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, Pasal 23.
31
manusia, dan konsumen termasuk ke dalam kesepakatan mediasi yang hanya
memiliki kekutan hukum sebagai sebuah kontrak atau perjanjian. Sebaliknya,
kesepakatan mediasi dalm konteks perburuhan dan yang terkait dalam proses
pengadilan jika para pihak menempuh prosedur yang disediakan, maka
kesepakatan yang dihasilkan memiliki kekutan hukum yang sama dengan putusan
pengadilan, yaitu memiliki kekutan eksekutorial.
Perdamaian yang dilakukan baik didalam maupun diluar persidangan
pengadilan, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh para pihak yang
membuatnya untuk melaksanakan isi akta perdamaian tersebut (asas pacta sunt
servanda). Namun, jika perdamaian di buat di dalam sidang melalui proses
mediasi dan dikukuhkan menjadi suatu putusan perdamaian, maka akta
perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan
pelaksanaannya, karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van
gewijde).
7. Mediasi Dalam Pandangan Hukum Islam
Konsep penyelesaian sengketa melalui mediasi juga dikenal dalam sistem
hukum Islam yang disebut dengan istilah Islah. Dalam Islam, Islah di artikan
sebagai suatu aktivitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan buruk
menjadi keadaan baik. Sementara menurut fiqih, kata islah di artikan sebagai
perdamaian, yaitu suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan
persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.39
Dalam ajaran Islam telah diperintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan
39Rustan, Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di
Pengadilan, h. 112.
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yang terjadi antara manusia dengan cara perdamaian (islah), hal ini mengacu pada
firman Allah swt. dalam QS. al Hujurat/49: 9 berikut ini:
                  
                  
         
Terjemahnya:
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan
hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yang berlaku adil.40
Firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa makna Islah lebih
menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan
mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan.
Al-Qur’an juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik
bagi kamu dalam menyelesaikan sengketa. Di mana syari’at Islam cenderung
mendorong para pihak untuk menggunakan Islah dalam mengakhiri
persengketaan mereka guna mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui
jalur Islah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa
melalui pengadilan, karena putusan pengadilan hanya akan memunculkan
kedengkian di antara mereka.
Selain Islah dikenal juga istilah Hakam yang mempunyai pengertian yang
sama dengan mediasi. Dalam system hukum Islam, hakam biasanya berfungsi
untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan syiqaq.
40Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, h. 516.
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Mengenai pengertian hakam, para ahli hukum Islam memberikan pengertian yang
berbeda-beda. Namun, dari pengertian yang berbeda-beda tersebut dapat
disimpulkan bahwa hakam merupakan pihak ketiga yang mengingatkan diri ke
dalam konflik yang terjadi di antara suami-istri pihak yang akan menengahi atau
menyelesaikan sengketa di antara mereka. Dengan demikian, dapat diketahui
bahwa hakam dalam hukum Islam ini mempunyai kesamaan dengan mediator.
Keduanya (baik mediator maupun hakam) tidak mempunyai kewenangan
memutus.41 Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar
pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dari uraian tersebut, jelas terlihat
bahwa pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam
sistem hukum Islam. Islah dan hakam dapat dikembangkan untuk menjadi metode
penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perdata dan bisnis
sebagai mana ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap
perselisihan yang terjadi antara manusia dengan cara perdamaian (islah).
Walaupun pranata hakam dalam sistem hukum Islam digunakan untuk
menyelesaikan masalah perceraian, hal ini dapat diterapkan juga pada bidang-
bidang sengketa yang lainnya.
Prinsip perdamaian dalam penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh
Rasulullah Saw. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah hadist, Abu dawud, Ibn
Hibban, Ibn Majah, at- Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin’Ash, bahwa
Rasulullah bersabda, “Perdamaian itu boleh dilakukan umat islam, kecualu
perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”
Perdamaian yang  tertera dalam sabda Rasulullah saw. Ini bersifat umum yang
berlaku tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa muamalah, tetapi juga dapat
41Nurnaningsih, Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan, h. 120.
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digunakan bila melanggar hak-hak Allah atau bertentangan dengan dengan prinsip
syariat Islam.
B. Sengketa Tanah
1. Pengertian Sengketa Tanah
Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis
dilihat dari segi manapun baik social, politik atau kultural. Pertumbuhan jumlah
penduduk dan ekonomi telah melahirkan berbagai ekses di dalam hal kepemilikan
hak dan kewajiban atas tanah. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti
sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, Negara
wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun
hak itu tidak bersifat mutlak karena di batasi oleh kepentingan orang lain,
masyarakat dan Negara.
Secara umum sertifikat hak atas tanah merupakan bukti hak atas tanah.
Sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak mempunyai suatu ha katas
bidang tanah tertentu. Untuk memperoleh sertifikat tanah maka sudah pasti
terhadap ha katas tanah tersebut harus di daftartkan ke Kantor Pendaftaran Tanah.
Sebagaimana dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang
mengatur tentang pembuktian kepemilikan ha katas tanah, menyatakan bahwa
dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru dan
untuk keperluan pendaftaran.42 Data fisik mencakup keterangan mengenai letak,
batas, dan luas tanah. Data yuridis mencakup keterangan mengenai status hukum
bidang tanah, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang
membebaninya. Karena sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam
bukti pemilikan, maka sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang
42J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan, Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum
Terdaftar Hak Atas Tanahnya (Cet. II; Surabaya: Laksbang Justitia, 2014), h.27.
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menjadi pemegang hak milik atas tanah, kepastian hukum mengenai orang yang
menjadi pemegang hak milik atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari
tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai batas
serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah
miliknya.43 Dengan nilai sertifikat yang tinggi dalam masyarakat, tidak
mengherankan apabila begitu banyak sengketa yang timbul dalam bidang
pertanahan.
Sengekta merupakan fenomena sosial yang terjadi sejak manusia saling
berinteraksi. Manusia mempunyai kepentingan yang sama terhadap sesuatu atau
perbedaan pendapat dalam memahami sesuatu. Kompleksitas dan tingginya
persaingan dalam kehiduan modern semakin berpeluang menimbulkan sengketa di
antara manusia.44 Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan
sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas
tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan
harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku.45
Hubungan hukum yang lahir dari perikatan atau undang-undang
memungkinkan terjadinya sengketa antara para pihak. Sengketa dapat bermula
dari berbagai sumber potensi dan terjadi pada setiap saat yang disebabkan oleh
keadaan sepele dan terabaikan tanpa diperhitungkan sebelumnya. Dalam bentuk
Negara yang demikian, maka setiap uasaha pemerintah mau tidak mau akan
memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai
43Adrian Sutedi, Sertifikat Ha katas Tanah (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 30.
44Rustan, Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di
Pengadilan,h. 37.
45Dyara Radhite Oryza Fea, Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah Dan
Perizinannya (Cet.I; Yogyakarta: Buku Pintar, 2016), h. 273.
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perorangan maupun sebagai masyarakat. Sehingga sudah barang tertentu
pembentukan hak dan kewajiban tidak dapat dihindarkan dan akan selalu terjadi.
2. Tipologi Kasus Pertanahan
Masalah pertanahan meliputi permasalahan tehnis, sengketa, konflik dan
perkara pertanahan yang memerlukan penyelesaian. Permasalahan tehnis
merupakan permasalahan yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun oleh BPN
baik di pusat maupun daerah berkaitan dengan system perundang-undangan,
administrasi dan mekanisme penanganan yang belum sempurna.46 Khusus
berkenaan dengan sengketa di bidang pertanahan, dapat dikatakan tidak pernah
surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas
permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi,
politik, dan social. Tipologi kasus-kasus di bidang pertanhan secara garis besar
dapat dipilah menjadi lima kelompok, yaitu:47
1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah
perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.
3. Kasus-kasus berkenaan dengan  ekses-ekses penyediaan tanah untuk
pembangunan.
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
5. Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat.
Tipologi sengketa pertanahan yang ditangani oleh Badan Pertanhan
Nasional (BPN) dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan), dan dalam
46Moh. Hatta, Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah (Cet. I;
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2014), h. 107.
47Maria S.W Sumardjono, dkk, Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, h.2.
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pengalaman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pola sengketa pertanahan
dibagi menjadi 7 (tujuh), yaitu:48
a. Penguasaan dan pemilikan tanah,
b. Penetapan hak dan pendaftaran tanah,
c. Batas atau letak bidang tanah,
d. Pengadaan tanah,
e. Tanah objek landreform,
f. Tuntutan ganti rugi tanah partikelir,
g. Tanah ulayat,
h. Pelaksanaan keputusan pengadilan,
Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak
baik secara ekonomi, social, dan lingkungan. Secara ekonomis, sengketa itu telah
memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses
penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan.
Dampak sosial dari sengketa yaitu terjadinya kerenggangan sosial di antara warga
masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerja sama di antara mereka.
Jika dilihat dari segi konflik hukum, permasalahan tanah disebabkan oleh
adanya 4 (empat) sebab pokok, yaitu:
1) Adanya tindakan salah satu pihak yang dinilai sebagai perbuatan melawan
hukum atau melanggar hak-hak dari pihak yang lain. Perbuatan melawan
hukum yang melanggar hak-hak dari pihak lain dapat berupa penyerobotan
atau pendudukan tanah yang sudah dipunyai orang lain, pemindahan patok
tanda batas kepemilikan tanah, penyalahgunaan dokumen surat-surat tanah
atau keputusan hukum tertentu untuk mendapatkan atau menguasai tanah,
48http://www.bpn.gi.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan, Jumat,
10 Maret 2017, Pukul 09.01 Wita
38
dan pemalsuan dokumen untuk memperoleh hak atas tanah atau
menguasai tanah orang lain.
2) Adanya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar dan
merugikan hak-hak orang lain seperti pengesahan Berita Acara
Pengumpulan dan Pemeriksaan data fisik yang belum mengandung
kepastian hukum, penerbitan sertifikat yang data yuridisya (subyek hak)
belum ada kepastian, dan surat keputusan pemberian dan perpanjangan
hak atas tanah yang tidak memenuhi syarat.
3) Putusan Pengadilan yang dianggap tidak adil dan merugikan kepentingan
pihak tertentu sehingga putusan tersebut bukan menyelesaikan konflik
namun justru memacu terjadinya  sengketa ataupun konflik.
4) Kebijakan administrasi pertanahan yang belum terpadu dan sektoral telah
membuka peluang penggunaan dokumen tanah dari instansi yang berbeda
untuk mendapatkan penguasaan dan pemilikan tanah.
Penetapan-penetapan yang sering menyebabkan sengketa pada umumnya
adalah perbuatan (hukum) administrasi yang mengandung kekurangan (kesalahan,
kekeliruan, keterlambatan, keganjilan, keanehan dan lain-lain sebagainya) di
dalam penetapannya. Dari banyaknya perbuatan-perbuatan hukum yang
mengandung kekurangan tersebut tidak seluruhnya dipersoalkan masyarakat, oleh
karena mungkin sikap atau perilaku masyarakat kita sebagian besar masih
menganut sikap pasif (sikap menerima nasib). Perbuatan hukum administrasi yang
mengandung kekurangan tersebut bentuknya bermacam-macam, di antaranya:49
49Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, h. 7-8.
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a) Perbuatan hukum tersebut dilakukan di bawah wewenangnya, akan tetapi
tidak mengindahkan cara-cara atau bentuk-bentuk yang ditentukan oleh
peraturan atau ketentuan dasarnya (proseduril).
b) Perbuatan hukum tersebut dilakukan dibawah wewenangnya, serta sesuai
dengan tata cara dan bentuk yang ditentukan oleh peraturan (proseduril)
akan tetapi isinya bertentangan denga hukum atau melanggar moral, etika
dan tata susila.
c) Perbuatan hukum tersebut dilakukan dibawah wewenangnya dan menurut
prosedur, akan tetapi keputusan yang diambil mengandung unsur-unsur
paksaan, penipuan, kekhilafan serta pengaruh negatif dari pihak ketiga.
Pada prinsipnya, setiap tindakan hukum administrasi walapun dilakukan di
bawah wewenangnya, akan tetapi apabila mengandung kekurangan adalah tidak
sah. Hal ini ada kaitannya dengan azas kepastian hukum (rechtszekerheid) dan
kewibawaan pemerintah (weting gezag).50 Kegiatan-kegiatan administratif negara
tersebut dapat berupa perbuatan-perbuatan administrasi biasa (non-yuridis) atau
perbuatan-perbuatan hukum administrasi yang secara langsung menciptakan
akibat hukum. Perbuatan hukum administrasi yang dibahas dalam penelitian ini
yaitu berupa penetapan. Penetapan yang dimaksud disini berupa penetapan batas
tanah. Dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Materi Pengukuran dan Pemetaan
Pendaftaran Tanah, bahwa “Penetapan Batas Tanah merupakan penunjukan batas-
batas bidang tanah dan pemasangan tanda batasnya yang dilakukan oleh pemilik
hak atas tanah atau kuasanya dan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak
atas tanah atau kausanya dan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas
tanah atau kausanya di bidang tanah yang berbatasan dengan di damping oleh
50Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, h. 8.
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pejabat yang berkompoten. Penetapan batas tanah terdiri dari penetapan batas
tanah hak dan penetapan batas tanah Negara.”
Mengenai penetapan batas tanah, berarti menyangkut penyelenggaraan
kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah yang dilaksanakan oleh pegawai Badan
Pertanahan Nasional yang diberi kewenangan khusus sebagai juru ukur.
Pengukuran bidang tanah sangat penting, untuk pemastian letak batas satu atau
beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon
pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar dalam satu
desa atau kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah (Peraturan
Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997). Produk
akhir dari pengukuran bidang-bidang tanah adalah peta-peta pendaftaran yang
dibuat desa demi desa secara utuh dan dilengkapi dengan daftar subjek haknya.
Peta-peta pendaftaran tanah merupakan hasil pengukuran secara sporadik yang
memuat seluruh bidang tanah di suatu desa yang disertai dengan data subjek hak
atas tanah.51 Peta atau gambar ukur data tersebut harus disimpan di Kantor
Pertanahan sepanjang masa selama bidang tanah tersebut masih ada, dikemudian
hari data tersebut harus dapat digunakan untuk rekonstruksi letak batas bidang
tanah bila hilang.. Karena, batas tanah seringkali juga menjadi pemicu timbulnya
sengketa tanah. Perubahan batas tanah terjadi karena ada beberapa faktor
diantaranya, adanya longsor, adanya perilaku bersaing antara dua orang atau lebih
mengenai penguasaan tanah. Selaian faktor perubahan tanah, juga disebabkan
karena kurang telitinya petugas pertanahan dalam pendaftaran tanah pada saat
pengukuran tanah juga menyertai lahirnya sertifikat cacat hukum.
51Johamran Pransisto, Pencegahan Timbulnya sengketa Tanah Pada Pendaftaran Hak
Milik (Cet. I; Mkassar: Dua Satu Press, 2014), h. 162.
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Jika dalam pengukuran batas tanah, dapat dinyatakan sebagai status
hukum bidang tanah yang terdaftar, berarti terdapat bukti yang menunjukkan
adanya hubungan hukum antara orang dengan tanahnya. Adanya suatu hubungan
hukum berarti terciptalah suatu kepastian hukum. Dengan kepastian hukum
tersebut dapat diberikan perlindungan kepada orang yang tercantum namanya
dalam sertifikat sebagai pemilik tanah, tetapi juga merupakan kebijakan
pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan yang meletakkan
kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran yang ada di
seluruh Indonesia.
Menurut teori penyelesaian sengketa ataupun konflik (conflict resolution
theory), akar konflik itu biasanya terdiri dari beberapa hal yang saling berkaitan,
yaitu:52
a) Masalah resourses (sumber-sumber tanah, dana atau perumahan, dan lain
sebagainya),
b) Masalah interest atau needs (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda)
c) Masalah values (nilai-nilai agama, budaya, dan moral),
d) Masalah information (kurangnya informasi, tetapi juga misinformasi)
perbedaan persepsi,
e) Masalah relathionship (hubungan antar individu),
f) Masalah structures (struktur kekuasaan), ketidakseimbangan kekuasaan.
Melihat beberapa penjelasan mengenai penyebab terjadinya suatu sengketa
atau konflik dalam pertanahan, dapat diketahui bahwa suatu sengketa ataupun
konflik banyak disebabkan oleh terdapatnya perbenturan kepentingan, jika ada
pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dan merasa kecewa maka kekecewaan
52Moh. Hatta, Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah, h. 113.
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itu dapat diwujudkan menjadi suatu konflik. Dalam Pasal 22 Perpres No. 10
Tahun 2006 tentang BPN disebutkan bahwa Deputy Bidang pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas dan merumuskan
serta melaksanakan pengkajian dibidang pengkajian dan penanganan sengketa dan
konflik pertanahan.53 Dalam Pasal 23 di tentukan pula bahwa salah satu fungsi
Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
adalah menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai
masalah, sengketa dan konflik pertanahan.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah
Untuk penyelesaian suatu sengketa, seperti halnya belum diatur secara
konkret dalam sebuah undang-undang, namun terdapat Mekanisme penanganan
sengketa yang biasanya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut:54
a) Pengaduan
Pengaduan biasanya berisi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang
menggambarkan bahwa pemohon atau pengadu adalah pihak yang berhak atas
tanah yang disengketakan dengan dilampiri bukti-bukti serta mohon
penyelesaian dengan disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat
dicegah mutasinya sehingga tidak merugikan pemohon. Karena sifatnya
berdasarkan pertimbangan maupun ketentuan hukum yang berlaku,
memerlukan tindakan lebih lanjut yang harus dilaksanakan di bidang
pertanahan.
53Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006, Dalam Pasal 22 Mengenai Deputy Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
54Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, h. 24.
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b) Penelitian
Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik
berupa pengumpulan data atau administratif maupun hasil penelitian fisik di
lapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk
diproses lebih lanjut.
c) Pencegahan Mutasi (Status Quo)
Maksud dari pencegahan adalah menghentikan untuk sementara segala
bentuk perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan penelitian di dalam
penyelesaian sengketa, karena apabila tidak diambil suatu tindakan tersebut,
penyelesaian sengketa akan mengalami kesulitan di dalam meletakkan suatu
keputusan.
d) Musyawarah
Langkah-langkah pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa
sering berhasil di dalam usaha penyelesaian sengketa (dengan jalan
musyawarah). Tindakan ini tidak jarang menempatkan pihak intansi
pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktur  Jendral Agraria untuk
menempatkan dirinya sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa
secara kekeluargaan.
e) Penyelesaian Melalui Pengadilan
Apabila usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu,
atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus di selesaikan oleh
instansi lain yang berwenang, misalnya pengadilan, maka kepada yang
bersangkutan di sarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan.Jadi
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pada umumnya, sifat dari sengketa ini adalah karena adanya pengaduan yang
mengandung pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatu
kesempatan atau prioritas atau adanya suatu ketetapan yang merugikan dirinya
sendiri.
Para pihak menghendaki penyelesaian sengketa yang mendasarkan
atau memerhatikan keseimbangan kepentingan para pihak, menegakkan
keadilan hukum tersebut harus tuntas. Pada masyarakat desa, peran kepala
desa sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi warganya.
Persoalan yang menyangkut warga desa dimusyawarahkan terlebih dahulu
dalam rapat desa atau dibicarakan dengan sesepuh desa untuk memperoleh
pemecahan yang tepat dan memuaskan bagi semua pihak. Upaya penyelesaian
sengketa melalui musyawarah merupakan cerminan corak khas tata kehidupan
masyarakat adat tradisional yang memiliki sifat kebersamaan, gotong-royong,
dan kekeluargaan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan
seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu
yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan
jalan menganalisisnya.54 Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan
maksimal maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris.
Penelitian hukum Normatif-Empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan
antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur
empiris. Mengakaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif
(perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Pelaksanaan atau implementasi itu diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen
hukum.55
54Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: t.p, 2004),
h. 1-2.
55Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)
(Cet. I; Malang: Intelegensia Media, 2015), h.122.
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2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gowa,
Jalan Andi Mallombassang No. 65, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan 92114. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung
agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lokasi penelitian termasuk lokasi
yang mudah dijangkau.
Sebelumnya peneliti, juga telah melakukan prapenelitian di lokasi ini dan
melihat banyaknya masyarakat yang berdatangan dari berbagai kecamatan baik itu
untuk mendaftarkan tanah, mengurus sertifikat, bahkan banyaknya pengaduan atau
klaim dari masyarakat tentang adanya permasalahan yang timbul dari sebidang tanah,
sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak BPN terlebih dahulu
untuk selalu menyarankan para pihak untuk menyelesaikan suatu konflik atau
sengketa melalui mediasi.
B. Pendekaan Penelitian
Pendekatan  penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (Case
Aproach) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.56 Selain itu, peneliti juga
menggunakan pendekatan Syar’I, dimana pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana mediasi penyelesaian sengketa tanah dalam pandangan hukum Islam.
56Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum(Cet. X; Jakarta: Kencana, 2015), h. 134.
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C. Sumber Data
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data yang digunakan akan
dijelaskan sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang  diteliti
(responden), dimana data primer  menjadi rujukan pertama, adapun yang termasuk
dalam data primer yaitu observasi, dan wawancara. Untuk sumber data primer ini
jumlahnya 5 orang informan. Dari 5 informan tersebut terdiri dari, Ketua BPN,
Subseksi Pengukuran, Subseksi Sengketa, Konflik, dan Perkara, serta dua
masyarakat.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer  yaitu
data yang dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder
yaitu data beupa semua publikasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi
disini meliputi buku-buku teks, kamus, jurnal, komentar-komentar, maupun data yang
diperoleh dari lembaga atau instansi.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya
sebagai berikut:
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1. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati
sesuatu perihal apa yang menjadi sumber data peneliti. Dalam teknik ini, pengamatan
yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan.
Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial maupun perilaku-perilaku
sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe, dan
tujuan penelitian.57 Obsevarsi awal dalam penelitian ini, yaitu dengan mengamati
salah satu kasus mengenai sengketa batas tanah, dimana, proses penyelesaian
sengketa tersebut dilakukan melalui mediasi.
2. Wawancara
Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan
responden dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (panduan
wawancara).58 Untuk mendapatkan informasi lebih, pnelitian ini melakukan
wawancara pihak yang bertanggung jawab dalam bidang sengketa yaitu Kepala seksi
sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di kantor BPN Kabupaten Gowa, serta dua
masyarakat.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Perlu
diketahui, yang dimaksud dokumentasi tidak hanya berupa foto saja. Dokumen bisa
57Philips Dillah, Suratman, Metode Penelitian Hukum (Cet. V;Bandung: Alfabeta, 2015),
h.135.
58 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193
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berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.59 Adapun
yang dimaksud dokumentasi dalam penelitian ini yaitu foto dalam sesi wawancara,
dokumen mengenai profil BPN Gowa.
4. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data, dimana bahan atau
data yang dicari tentu harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang
dilakukan. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan data primer dan
data sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang
berlainan.60 Adapun studi kepustakaan dilakukan di beberapa perpustakaan untuk
E. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari
responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini
menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian
yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian61. Adapun instrumen
penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:
1. Peneliti sebagai intrumen pertama
2. Pedoman wawancara
3. Handphone atau camera untuk dokumentasi
59Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,(Cet. XXIII; Bandung: PT.
Alfabeta, 2016), h.240
60Philips Dillah, Suratman, Metode Penelitian Hukum, h.123.
61Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar; Alauddin Press, 2013), h.
17.
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4. Alat tulis.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik
analisis dengan tahapan, antara lain Seleksi data, Pemeriksaan data, Klasifikasi data,
dan pPenyusunan data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
1. Teknik Pengolahan
Teknik Pengolahan merupakan kegiatan merapikan data hasil
pengumpulan data dilapangan, sehingga siap digunakan untuk menganalisis.
Adapun termasuk dalam teknik pengolahan, yaitu:
a. Seleksi Data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang
akan dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti memilih satu kasus dimana
menyangkut pokok permasalahan yaitu mediasi sebagai alternative penyelesaian
sengketa batas tanah.
b. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai
kelengkapannya serta kejelasan. Data yang diperoleh seperti data berupa
dokumen, maupun data yang diperoleh melalui wawancara kemudian di teliti
kembali guna untuk melengkapinya jika terdapat kekurangan.
c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar
memudahkan dalam mendeskripsikannya. Dalam penelitian ini, setelah
mengumpulkan semua data, peneliti kemudian mengelompokkan data sesuai
dengan tiga rumusan masalah yang diangkat dalam pokok permasalahan.
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d. Penyusunan Data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis sebagai
hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang
diajukan.
2. Analisis Data
Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam
penelitian62. Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data
dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis
data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau
keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran
garis besar untuk menarik suatu kesimpulan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang
berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan, dan
memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Uji keabsahan data dalam
penelitian kualitatif ini meliputi:
1. Uji Kredibilitas
Tingkat ukuran suatu kebenaran atas data yang telah dikumpulkan dan
menyamakan data antara konsep penelitian dengan hasil penelitian. Selain itu,
dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam
62Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian,(Ed.2, Cet. Ke-24; Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
h. 40.
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penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif,
dan memberchek.63
2. Teknik Analisis
Suatu teknik pengujian  secara sistematis untuk mencari pola terhadap
sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya
dengan keseluruhan. Hal ini bersifat induktif, dimana suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi
hipotesis.64
63 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,  h.240
64Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, h. 245
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.
Terbentuknya Badan Pertanahan Nasional Gowa tidak terlepas dari adanya
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang berawal dari lahirnya Undang-
Undang No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang di
setujui dan di sahkan pada tanggal 24 September 1960. Sejalan dengan mningkatnya
pembangunan nasional, dimana kebutuhan akan tanah meningkat, dikeluarkanlah
Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional yang
ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah Non Departemen.
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa merupakan jajaran
Lembaga Non Departemen Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Lembaga
BPN RI dibentuk berdasarkan Perpres No.10 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi
Perpres No. 20 tahun 2015. Sedangkan pelaksanaan Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
No.04 Tahun 2006 mengenai tugas pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan adalah
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dalam lingkungan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan.65
65Kabupaten Gowa memiliki luas 188.332,0 Hektar yang merupakan 3.01 % dari luas
Provinsi Sulawesi Selatan =, terdiri atas 18 Kecamatan dari 165 Desa/Kelurahan dengan penduduk
mencapai 586.069 jiwa. Terletak di sebelah Selatan dan Timur Makassar, berbatasan dengan Kota
Makassar, Kabupaten Maros,Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten
Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa terdiri 18 Kecamatan dan
167 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 1.883,33 kilometer persegi atau 3,01% dari luas Wilayah
Propinsi Sulawesi Selatan.
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Menurut Arman, Kepala Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa
terbentuknya struktur organisasi dilatar belakangi dengan adanya Keputusan Kepala
BPN yaitu Peraturan Kepala BPN (PERKABAN) No. 04 Tahun 2006 tentang
Struktur Organisasi, KANWIL, BPN, dan Kantor Pertanahan, kemudian
diakomodasikan kedalam sebuah peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agraria Dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. 38 Tahun 2016 Tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Pertanahan.66 Adapun
kewenangan BPN yaitu melayani masyarakat sesuai bidang pertanahan. Mengenai
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu cakupannya luas, diantaranya;
menangani sengketa, konflik, dan perkara, pendaftaran pertama kali, dan
pemeliharaan data.
Menyangkut sengketa, konflik, dan perkara, di Kantor BPN secara khusus
membagi dua subseksi yaitu subseksi sengketa dan konflik yang menangani laporan-
laporan atau adanya pengaduan masyarakat luas tentang adanya sengketa atau konflik
dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, subseksi perkara yang menangani perkara-
perkara pertanahan di lembaga Peradilan, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara,
Peradilan Umum, dan Peradilan Agama.67
B. Pertimbangan Para Pihak Untuk Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah
Melalui Jalur Mediasi.
Sengketa tanah yang sering timbul antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa objek hak atas tanah
66Arman, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Wawancara di Kantor Badan
Pertanahan Nasional di Sungguminasa, Pada Tanggall27 Februari 2017.
67Hardiyansyah, Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gowa, Wawancara di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Sungguminasa, Pada Tanggal
6 Februari 2017.
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yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya. Menurut Arman, salah satu
penyebab terjadinya sengketa tanah yakni pemilik sertifikat tidak memelihara tanah,
sebagaimana yang telah dimuat dalam lembaran sertifikat.68 Tidak adanya
pemeliharaan tanah, sehingga yang menjadi persoalan baru adalah adanya
penguasaan tanah atau penggarapan tanah yang dilakukan oleh pihak yang merasa
bahwa tanah yang ia rawat adalah miliknya, karena melihat kondisi tanah yang tidak
terpelihara atau tidak adanya sebuah patok batas yang dipasang. Adapun salah satu
cara dalam penyelesaian sengketa yang timbul di bidang pertanahan yaitu adanya
alternative penyelesaian sengketa, salah satunya adalah melalui jalur mediasi.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atas kesepakatan para pihak yang
bersengketa melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam rangka
mempercepat terwujudnya perdamaian. Dengan mediasi, dapat mengantarkan para
pihak mewujudkan kesepakatan damai, mengingat penyelesaian sengketa melalui
mediasi menempatkan kedua belah pihak yang dimenankan atau pihak yang
dikalahkan Sebagian masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya mediasi,
dimana ketika dalam penyelesaian mediasi atau dengan cara damai,  hasil
keputusannya pun betul-betul dari kesepakatan para pihak yang bertikai sehingga
mecapai kesepakatan bersama (win-win solution). Hal ini seperti yang didapatkan
dalam wawancara terhadap Bapak Nasrullah di kantor Badan Pertanahan Nasional
Kab. Gowa, selain itu juga membutuhkan waktu yang tidak lama untuk
menyelesaikan suatu permasalahan melalui mediasi.69 Lain halnya dengan informasi
68Arman, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Wawancara di Kantor
Badan Pertanahan Nasional di Sungguminasa, Pada Tanggal 27 Februari 2017.
69Nasrullah, Masyarakat. Wawancara di Kantor Badan Pertanahan Nasional di
Sungguminasa, Pada Tanggal 4 Agustus 2017.
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yang didapatkan dari seorang Ibu rumah tangga yang bernama Masita, mengatakan
bahwa biaya proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di BPN terbilang
murah di banding melalui pengadilan.70
Mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang di
jalankan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa. Dari hasil
penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa. Di
dapatkan keterangan dari Hardiansyah selaku Subseksi Sengketa, Konflik, dan
Perkara Pertanahan sekaligus sebagai kuasa hukum Kantor BPN yang mengatakan
bahwasanya secara khusus, kewenangan BPN mengenai mediasi diatur dalam
Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016, secara khusus tidak disebutkan secara
langsung menyangkut mediasi, karena peraturan ini baru, jadi peraturan ini hanya
menyebutkan kewenangan BPN sebatas mempertemukan para pihak saja. Untuk hasil
kesepakatan itu sendiri, tidak ada keputusan yang bisa diambil selain mendamaikan
keduanya.71
Ada beberapa kasus yang ditangani dan diselesaikan di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa melalui jalur mediasi. Salah satunya adalah
kasus yang terjadi di Kecamatan Bontomarannu. Kasus sengketa yang terjadi,
mengenai batas tanah, dimana ada salah seorang pelapor yang bermohon untuk
pengembalian batas tanah.
70Masita, Masyarakat. Wawancara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa,
Wawancara di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Sungguminasa, Pada Tanggal 4 Agustus 2017.
71Hardiyansyah, Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gowa, Wawancara di Kantor Badan Pertanahan Nasional di Sungguminasa, Pada Tanggal
6 Februari 2017.
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Berawal dari surat permohonan Sariani Binti Nanring, tanggal 25 Juli 2016,
mengajukan permohonan penyelesaian mengenai pengembalian batas tanah yang
dulunya sebahagian lahan tanahnya dipinjam oleh Alm. Sanja Bin Salaming untuk
ditanami padi. Untuk proses selanjutnya, Sariani telah menghadap kepada Seksi
Pengukuran dan disarankan untuk diadakan mediasi sebelum proses pengembalian.
Kronologis Masalah:
1. Bahwa Sdr. Pelapor mempunyai sebidang tanah yaitu SHM No. 90/ Sokkolia
yang saat ini sebahagian dari bidang tanah tersebut menjadi obyek sengketa;
2. Bahwa Sdr. Sanja Bin Salaming adalah pemilik SHM. 82 Sokkolia yang juga
berbatasan disebelah timur dengan Sdr. Pelapor;
3. Bahwa masing-masing tanah tersebut terbit berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa No. 43-420.3.53.02 tanggal 13-
09-1999 dengan Penunjuk Tanah Redistribusi;
4. Bahwa dahulu tetangga batas sebelah barat dari Pelapor (SHM No. 90/
Sokkolia) yaitu Sanja Bin Salaming meminjam sebagian tanah dari Pelapor
untuk dijadikan lahan menanam padi, yang kemudian disetujui oleh pihak
pelapor;
5. Bahwa berdasarkan persetujuan Sdr. Pelapor maka tanah tersebut di garap
oleh Sdr. Sanja Bin Salaming sampai saat dia meninggal dunia;
6. Bahwa setelah Sanja Salaming meninggal dunia para Ahli Waris dari
Almarhum menuntut bahwa tanah tersebut adalah bagian dari tanah mereka;
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7. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Aw. Alm Sanja Bin Salaming maka
pihak Pelapor mengajukan pengambalian batas atas tanah yang mereka miliki
dengan mendatangi BPN Gowa.
8. Bahwa terhadap masalah tersebut pihak Pelapor disarankan oleh Seksi
Survey, Pengukuran dan Pemetaan untuk terlebih dahulu melakukan Mediasi
dengan pihak Terlapor.
9. Bahwa berdasarkan saran tersebut maka Pelapor mengajukan surat
Permohonan Mediasinya pada tanggal 25 Juli 2016.
10. Bahwa berdasarkan surat tersebut maka kami melakukan peninjauan kembali
lokasi berdasarkan Surat Tugas Peninjauan Lokasi
No.211/ST.73.06/SKP/VIII.2016 tanggal 1 Agustus 2016.
11. Bahwa dari hasil peninjauan lokasi kami tuangkan hasilnya dalam Berita
Acara Peninjauan Lokasi No. 79/BAPT-73.06/SKP/VIII/2016 tanggal 1
Agustus 2016.
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Bagan Prosedur Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Di Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa
Pengaduan
Menelaah
Pemanggilan Kedua Belah Pihak
Peninjauan Lokasi Tanah Sengketa
Proses Mediasi /Musyawarah
Berhasil Tidak Berhasil
Berita Acara Perdamaian Pengadilan
Dilihat dari pokok permasalahan, sengketa tersebut bermula dengan adanya
klaim atau pengaduan dari salah satu pihak pelapor yang berisi tuntutan
pengembalian batas tanah. Dengan adanya pengaduan, pelapor menerima saran dari
seksi pengukuran untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi. Hal ini
menunjukkan bahwa pihak pelapor tidak berkeinginan berperkara di pengadilan
melainkan memilih cara penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan
(mediasi). Setelah menyepakati untuk dilakukan proses mediasi, maka  Kepala
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Kantor Badan Pertanahan Nasional Gowa membuat keputusan tentang pembentukan
tim penanganan dan penyelesaian sengketa batas tanah. Dengan terbentuknya tim
yaitu dari dari subseksi sengketa sebagai peananganan sengketa. Dalam hal ini, juga
melibatkan seksi pengukuran untuk melakukan pertemuan. Dalam pertemuan
tersebut, diputuskan langkah-langkah yang akan dijalankan dalam menyelesaikan
sengketa.
Setelah tim melakukan pertemuan, kemudian dipanggillah para pihak yang
bersengketa dalam satu pertemuan. Pertemuan tersebut, juga bermaksud untuk
memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mejelaskan sengketa
dan tuntutan atau keinginannya. Di samping itu, mereka memusyawarahkan cara
penyelesaiannya sesuai dengan posisi masing-masing pihak dan tuntutannya.
Tim kemudian melakukan peninjauan lokasi berdasarkan Surat Tugas
Peninjauan Lokasi No. 211/ST. 73.06/SKP/VIII.2016 tanggal 1 Agustus 2016. Dalam
peninjauan lokasi, dilakukan pengamatan terhadap tanah sengketa. Dalam peninjauan
lokasi dan melakukan penelitian, Seksi Pengukuran akan lebih mudah mengetahui
apa yang menjadi penyebab timbulnya suatu sengketa, disamping mendengarkan
keterangan dari masing-masing pihak.
Dalam proses mediasi, mediator juga memberikan kesempatan para pihak
menjelaskan apa yang menjadi dasar kepemilikan dan menguraikan bagaimana
keinginan masing-masing pihak. Adapun alasan dari pihak pelapor mengatakan
bahwa Sanja Bin Salaming meminjam sebagian tanah dari Pelapor untuk dijadikan
lahan menanam padi, yang kemudian disetujui oleh pihak pelapor, di lain pihak  anak
atau ahli waris dari  Alm. Sanja Bin Salaming sebagai pihak terlapor  merasa
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keberatan dengan adanya pengakuan dari pihak pelapor, dari Aw. Alm Sanja Bin
Salaming mengharapkan adanya penanganan yang lebih teliti dari aparat pertanahan
dalam menyelesaikan permasalahan ini,. Setelah mendengarkan beberapa alasan dari
pihak pelapor dan terlapor, dari tim aparat pertanahan kemudian melakukan
pengukuran dengan atas dasar sesuai apa yang telah dijelaskan masing-masing pihak
terkait batas tanah yang menurutnya menjadi sebuah kepemilikannya, kemudian
menyamakan nilai atau ukuran yang tertera di dalam sertifikat, dimana sertifikat kita
ketahui merupakan salah satu bukti dari kepemilikan hak atas tanah.
Pada hasil proses mediasi dalam sengketa batas tanah tersebut, menyimpulkan
bahwa pihak pelapor tidak berhak atas batas tanah yang ia laporkan, menurut pihak
BPN batas tanah yang pelapor mohonkan untuk pengembalian batas tanah adalah
benar milik batas tanah pihak terlapor. Adanya kesalahan pelapor dalam`pemasangan
patok menjadi keliru saat mengukur tanah miliknya. Setelah mengetahui hal tersebut,
dibuatlah sebuah kesepakatan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian
(BAP),  dimana kesepakatan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak saja.
Analisis :
Melihat permasalahan tersebut, dapat diketahui bahwa inti dari permasalahan
ini adalah adanya kekeliruan dalam pemasangan patok sebagai tanda batas, sehingga
muncullah sebuah konflik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian lokasi tanah sengketa,
yang kemudian menyamakan nilai ukur atau bukti-bukti yang tertera dalam sertifikat.
Menurut Didik selaku seksi pengukuran, yang menjadi penyebab timbulnya sengketa
batas tanah ialah tidak adanya penjagaan tanda batas yang baik, dan tidak
konsistennya masyarakat dalam pemasangan patok, artinya diawal menunjuk batas
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tanah dengan luas yang demikian, di lain waktu sudah menunjuk batas tanah yang
berbeda.72
Berdasarkan Pasal 14 sampai dengan 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak di tetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui
penetapan batas bidang tanah. Jadi pemberian kepastian, diberikan sepenuhnya oleh
terlapor, yang dimana diketahui dari hasil penelitian dan data ukur bidang tanah.
Berdasarkan Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 tentang kewenangan BPN
dalam menyelesaikan permasalahan baik itu mengenai sengketa dan konflik dan
perkara. Dengan peraturan tersebut, BPN telah menjalankan tugasnya sebagaimna
yang telah di atur di dalam peraturan pemerintah, sekalipun tidak berhak dalam
memberikan keputusan, melainkan hanya mempertemukan para pihak untuk
kemudian ditindak lanjuti untuk mengajak para pihak menyelesaikan melalui
musyawarah.
Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri No. 38 Tahun 2016, mengenai bagian
dari tugas seksi pengukuran, telah menemukan titik temu dari permasalahan dengan
cara meneliti dan menelaah berbagai informasi data dan kemudian mencocokkan
dengan hasil penelitian. Dari hasil tersebut, permohonan untuk pengembalian batas
oleh pelapor tidak dapat ditindak lanjuti karena melihat fakta dalam hasil survey seksi
pengukuran tidak adanya bukti hak atas tanah yang di klaim.
72 Didik Kurniawa, Subseksi Pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa,
Wawancara Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Di Sungguminasa, Pada Tanggal 16 Februari 2017.
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C. Kekuatan Hukum Dari Keputusan Lembaga Penyelesaian Sengketa
Batas Tanah.
Melihat hasil akhir proses mediasi dalam salah satu kasus yang diangkat oleh
peneliti, ditemukan beberapa informasi sehingga keputusan yang didapati mencapai
win-win solution atau dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama. Apabila proses
mediasi mencapai hasil akhir berupa kesepakatan para pihak untuk menghentikan
sengketa dan memilih formulasi perdamaian sesuai dengan klausul-klausul yang
disepakati dituangkan dalam sebuah dokumen tertulis.73 Di bidang Pertanahan, hasil
kesepakatan para pihak dituangkan dalam Berita Acara perdamaian, yang bersifat
hanya mengikat para pihak.74 Hal ini, berdasarkan Pasal 40 ayat (1), dalam hal
mediasi menemukan kesepakatan, dibuat perjanjian perdamaian berdasarkan berita
acara mediasi yang mengikat para pihak. Adapun putusan perdamaian mempunyai
kekuatan eksekutoria, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 130 ayat (2) HIR
sebagai berikut:
Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu sidang
diperbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukumkan
akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan
akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.75
Putusan perdamaian (dading) disamakan dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang melekatkan kekuatan hukum tetap
pada putusan perdamaian ialah undang-undang itu sendiri, seperti yang dapat dilihat
dari Pasal 130 ayat (2) HIR, menggunakan istilah “Berkekuatan hukum dan akan
73Maskur, Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, h. 109.
74Hardiyansyah, Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Gowa, Wawancara Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Di Sungguminasa, Pada Tanggal
6 Februari 2017.
75Pasal 130 ayat (2) HIR.
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dijalankan sebagai putusan biasa.” Maksudnya, bahwa putusan perdamaian serupa
dengan “putusan Hakim (pengadilan) yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.76 Dalam hal kesepakatan dilaksanakan diluar pengadilan dengan di bantu
mediator bersertifikat dapat mengajukan kesepakatan damai tersebut ke pengadilan
dengan jalan mengajukan gugatan. Sebagai upaya untuk lebih memperkuat
penggunaan mediasi dalam system hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya
persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar
pengadilan, Mahkamah Agung ternyata melalui Pasal 23 ayat (1) PERMA No. 1
Tahun 2008 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang
bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar
pengadilan, sebagai berikut:
Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan
sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian tersebut ke
pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian tersebut dengan
cara mengajukan gugatan.77
Menurut Pasal 1338 KUHperdata, disebutkan bahwa “ Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah
pihak, atau karena alsan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk
itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Untuk mendapatkan suatu putusan perdamaian yang memiliki kekuatan
hukum tetap, para pihak bisa mengajukan gugatan dengan dasar ingin mendapatkan
putusan perdamaia yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga pada akhirnya BPN
menyarankan untuk menyelesaikan melalui proses pengadilan. Hal ini bukan berarti
76Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan,
h.103.
77Pasal 23 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008.
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BPN tidak mampu menjalankan proses mediasi, melainkan agar tidak adanya
pengajuan gugatan ulang terhadap sengketa yang dipermasalahkan dikemudian hari.78
Sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri  yaitu “Perjanjian
perdamaian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sehingga
mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Dengan demikian, perdamaian yang
dilakukan di dalam siding pengadilan dapat mengakhiri sengketa perdata, sehingga
seluruh proses sudah dianggap selesai, oleh karenanya putusan perdamaian tidak
dapat dimintakan banding atau kasasi dan ia telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkrachct van gewijsde). Dilihat saran subseksi sengketa, dapat dipahami karena
menempatkan posisi sebagai mediator juga tidak biasanya orang yang bermohon
mediasi di BPN karena masyarakat berfikir yang mengeluarkan sertifikat adalah
kantor pertanahan, setidaknya dapat  menemukan solusi baik itu mengenai batas
tanah maupun sertifikat
D. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dalam Pandangan
Hukum Islam.
Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa dengan
menempuh melalui perdamaian. Berangkat dari kronologis yang menjadi salah satu
contoh sengketa dalam penelitian ini, akan ditelaah bagaimana jika sengketa tersebut
dipandang menurut hukum Islam. Dalam pengaduan tersebut, pihak BPN
menyarankan pelapor untuk menindak lanjuti permohonannya dalam proses mediasi
atau melakukan musyawarah. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS al-Hujurat
ayat 10:
78Hardiansyah, Subseksi Sengketa, Konflik, dan Perakara, Wawancara Di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Pada Tanggal 6 Februari 2017
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                       
Terjemahanya:
Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah
antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat
rahmat.79
Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bagaimana para mukmin
mendamaikan dua golongan yang bersengketa dan menyuruh para mukmin
memerangi golongan yang kembali membuat aniaya (zalim) sesudah diadakan
perdamaian, sehingga dengan demikian mereka bisa kembali kepada perdamaian
yang mereka langgar.80
Perdamaian, sebagaimana wajib kita lakukan antara dua golongan yang
bermusuhan, begitu pula antara dua orang bersaudara yang bersengketa. Pada
akhirnya, Allah menyuruh kita bertakwa kepada-Nya dan mengakui hukum-Nya.
Penyelesaian sengketa, Rasulullah saw, juga telah menerapkan upaya
perdamaian yang disebut dengan istilah Sulh. Dalam upaya perdamaian tersebut,
Rasulullah saw, memberikan batasan bahwa sulh tidak dapat digunakan bila
melanggar hak-hak Allah atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Objek sulh
adalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi (haq al-‘ibad) dan tidak
menyangkut dengan hak Allah (haq al-Allah). Oleh karena itu, tidak boleh terjadi
79Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, h. 516.
80Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, M.A., Tafsir Al-Qur’anul Majid An-nur
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 3919
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perdamaian atau sulh terhadap perbuatan yang tergolong hudud seperti zina,
pencurian, minum khamar, dan lain sebagainya.81
Sulh memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai,
menghentikan perselisihan dan mengukuhkan hubungan silaturahmi. Dalam proses
sulh, para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap
sengketa yang dihadapi. Penerapan sulh di luar pengadilan sangat luas cakupannya
dan siapa saja boleh melakukannya. Sulh dapat digunakan sebagai alternative
penyelesaian sengketa baik untuk kasus keluarga, ekonomi perdagangan, politik, dan
sebagainya. Selain itu, sengketa tanah dapat juga diselesaikan dengan jalur sulh
dalam Islam. Dalam suatu sengketa, seorang yang ditunjuk sebagai penengah atau
hakam mengupayakan untuk menyelesaiakan sengketa yang timbul di antara para
pihak. Untuk lebih memperkecil ruang lingkup sulh, dalam penelitian ini akan dikaji
proses sulh dalam penyelesaian sengketa tanah.
Adapun syarat sulh merupakan unsur yang melekat pada rukun sulh, sehingga
terjadinya akad sulh. Syarat ini dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu syarat yang
melekat pada kedua belah pihak yang bersengketa, syarat yang melekat pada objek
yang terkait dengan persengketaan yang didamaikan dan syarat yang terkait ijab dan
Kabul dalam suatu akad.82 Syarat yang terkait dengan para pihak adalah syarat yang
harus dimilki oleh para pihak yang ingin mewujudkan perdamaian melalui jalur sulh
seperti kedua belah pihak adalah orang yang cakap bertindak hukum.
81Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum
Nasional, h. 209.
82Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum
Nasional, h. 208.
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Syarat yang terkait ijab qabul dijelaskan ulama bahwa qabul harus sejalan
dengan ijab baik dari sisi lafaz maupun maknanya. Abdurrahman al-Jaziry
mengungkapkan apabila qabul berbeda dengan ijab, maka perdamaian yang
menggunakan as-sulh dinyatakan tidak sah. Sebagai salah satu contoh kasus,
misalnya dalam suatu perselisihan mengenai ganti rugi tanah yang terpakai oleh
tetangga. Untuk menyelesaikannya, pemilik tanah mengatakan, sebagai ganti ruginya,
anda membayar saja dengan jumlah Rp 100.000,- per meter, lalu dijawab oleh
tergugat: Saya terima dengan harga Rp 50.000,- per meter, maka perdamaian tersebut
dinyatakan tidak sah, karena kesepakatan sebelumnya belum tuntas.
Sah tidaknya suatu perdamaian ditentukan oleh keridhan para pihak yang
bersengketa dalam memberikan kompensasi atau ganti rugi, walaupun pernyataan
antara ijab dan qabul berbeda. Konsekuensi dari sulh berupa membebaskan salah satu
pihak untuk tidak membayar sejumlah harta atau menggantikan sejumlah harta. Cara
membebaskannya, yaitu dengan membayar sebagian dan merelakan sebagian lainnya
dan tidak menggantungkan pembayaran tersebut kepada syarat apa pun juga.
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BAB V
KESIMPULAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang di angkat mengenai
mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa batas tanah, dapat disimpulkan:
1. Pertimbangan para pihak untuk menyelesaikan sengketa batas tanah melalui jalur
mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional diantaranya tidak membutuhkan
waktu yang lama untuk menyelesaikan suatu konflik, hasil akhir pun didapatkan
berdasarkan kesepakatan para pihak. Adapun jika dilihat dari sisi lembaga yang
berwenang untuk menerapkan penyelesaian melalui mediasi di kantor
Pertanahan, tidak terlepas dengan fungsi BPN yang memiliki kewenangan untuk
menerbitkan sertifikat. Dimana, dengan menyelesaikan suatu sengketa di BPN,
para pihak dapat mengetahui jalan keluar atau solusi bagaimana penyelesaian
sengketa batas tanah, karena menganggap BPN merupakan lembaga yang
mengeluarkan sertifikat.
2. Kekuatan hukum dari keputusan lembaga penyelesaian sengketa batas tanah jika
ditemukan hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan maka akan dibuat Berita
Acara Perdamaian (BAP), hal ini berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri No. 11
Tahun 2016, perdamaian tersebut, hanya mengikat para pihak saja. Dalam
penyelesaian melalui lembaga mediasi, pada dasarnya bertujuan untuk
menghasilkan putusan yang intinya adalah “win-win solution”, yaitu kesepakatan
yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak
yang merasa dirugikan atas keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan dalam
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proses mediasi. Merupakan pencerminan dari asas keadilan dalam penerapan
hukum yaitu keputusan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan maupun
merasa dirugikan atas putusan hukum yang dijatuhkan.
3. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dalam pandangan hukum
Islam di jaman Rasulullah saw, dikenal dengan istilah sulh, perdamaian yang
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai, menghentikan
perselisihan dan mengukuhkan hubungan silaturahmi. Perdamaian, wajib
dilakukan antara dua golongan yang bermusuhan, begitu pula antara dua orang
bersaudara yang bersengketa. Pada akhirnya, Allah menyuruh umatnya untuk
bertakwa kepada-Nya dan mengakui hukum-Nya. Dalam upaya perdamaian
tersebut, Rasulullah saw, memberikan batasan bahwa sulh tidak dapat digunakan
bila bertentangan dengan syariat Islam.
B. IMPLIKASI
1. Melihat jumlah perkara yang bertumpuk di pengadilan, diketahui kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai adanya penyelesaian sengketa di luar
pengadilan. Maka dari itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional Gowa, diperlukan
adanya sosialisasi tentang alternatif penyelesaian sengketa khususnya mengenai
mediasi.
2. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah, maka pejabat/
jajaran Badan Pertanahan Nasional sebagai penanggung jawab untuk melakukan
pendaftaran dan pembukuan hak atas tanah  harus mengadakan pengkajian dan
penelitian secara cermat dan teliti terhadap bidang tanah yang akan diberikan
status hak atas tanah tersebut, sehingga benar-benar terwujud suatu kepastian
hukum hak atas tanah dan perlindungan hak pemegang hak atas tanah.
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DAFTAR LAMPIRAN
Surat Izin Penelitian
Surat Keterangan Telah Meneliti
Pedoman Wawancara
Dokumen-Dokumen Hasil Penelitian

Pedoman Wawancara
A. Kepala Pertanahan
1. Bagaimana deskripsi atau gambaran menurut anda mengenai Badan
Pertanahan Nasional?
2. Menurut anda apa yang menjadi penyebab timbulnya sengketa batas tanah?
B. Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
1. Apakah di BPN Gowa sering dilakukan mediasi khususnya dalam sengketa
batas tanah?
2. Apa alasan masyarakat atau pihak yang bersengketa memilih jalur mediasi
dibandingkan dengan jalur pengadilan dalam sengketa batas tanah?
3. Bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa batas tanah?
4. Bagaimana hasil dari kesepakatan para pihak dalam sengketa batas tanah?
5. Bagaimana jika salah satu pihak tidak menerima kesepakatan dalam proses
mediasi?
6. Apa yang menjadi kendala dalam menyelesaikan sengketa batas tanah melalui
jalur mediasi di BPN Gowa?
7. Bagaimana peran anda terkait dalam penyelesaian sengketa batas tanah
melalui jalur mediasi?
8. Apa yang menjadi pertimbangan aparat pertanahan dalam menerima
permohonan pengajuan mediasi di BPN Gowa?
9. Bagaimana pengajuan permohonan  menyangkut sengketa batas tanah untuk
di proses melalui jalur mediasi di BPN Gowa ?
C. Subseksi Pengukuran
1. Bagaimana peran anda dalam penyelesaian sengketa batas tanah melalui jalur
mediasi?
2. Bagaimana solusi jika ada ahli waris tidak menerima keputusan hasil mediasi?
3. Apa saja yang menjadi penyebab timbulnya sengketa batas tanah?
4. Apa yang menjadi kendala dalam proses observasi saat pengukuran untuk
mendapatkan suatu kepastian hukum atas hak milik batas tanah?
D. Masyarakat
1. Apakah anda mengetahui adanya proses penyelesaian sengketa melalui
mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)?
2. Apa yang menjadi pertimbangan anda memilih menyelesaikan sengketa
melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)?
Hasil Dokumentasi Dalam Penelitian
1.1 Slah Satu Format Permohonan Mediasi
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